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P  U  T  U  S  A  N

No.   2318 K/Pdt /2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H   A G U N G

memer iksa  perkara  perda ta  dalam  t i ngka t  kasas i  te lah  

memutuskan  sebaga i  ber i ku t  da lam perkara  :

AWALLUDDIN,   ber tempat  t i ngga l  d i  Ja lan  Br ig j en  

Katamso  Gang  Rakyat  No.  10  Medan,  Medan  Maimoon,  

Kotamadya  Medan,  da lam  hal  in i  member i  kuasa  kepada  

HARTANTA  SEMBIRING,SH. , SpN. ,  Advokat ,  berkan to r  d i  

Ja lan  Waring in  No.  22- G Medan,  

Pemohon Kasas i  dahu lu  Penggugat  /  Pembanding ,

m e l  a w a n :

M.  SENTOSA S.  MELIALA,CN. ,MM. ,   ber tempat  t i ngga l  d i  

Ja lan  Karya  Jasa  Ujung  Pangka l  Ti t i  Sei  Babur a 

sebe lah  Sela tan  Kelu rahan  Pangka lan  Mansyur ,  

Kecamatan  Medan Johor ,  Kotamadya  Medan,

Termohon Kasas i  dahu lu  Terguga t  /  Terband ing ,

Mahkamah Agung te rsebu t   ;

Membaca sura t - sura t  yang  bersangku tan  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  sura t - sura t  te rsebu t  te rnya ta  

bahwa  sekarang  Pemohon  Kasas i  dahu lu  sebaga i  Penggugat  

te l ah  menggugat  sekarang  Termohon  Kasas i  dahu lu  sebaga i  

Tergugat  d i   muka   pers i dangan  Pengad i l an  Neger i   Medan 

pada pokoknya  atas  dal i l - da l i l  :

Bahwa  Penggugat  memi l i k i ,  menguasa i ,  menghak i  dan  

menggarap  seb idang  tanah  se luas  370  M2 ukurannya  lebar  

sepan jang  J.  Karya  Jasa  30  meter  ya i t u  sebe lah  Utara  dan  

batas  sebe lah  Bara t  sepan jang  Sei  Babura  ya i t u  pan jangnya  

32  meter ,  batas  sebe lah  Timur  dengan  tanah  Ker ja  Si tepu  

pan jang  45  meter ,  d imana  tanah   Penggugat  berben tuk  seg i  

t i ga ,  d imana  tanah  te rsebu t  te r l e t a k  d i  J ln .  Karya  Jasa,  

Ujung  Pangka l  Ti t i  Sei  Babura ,  sebe lah  Sela tan  Kelurahan  

Pangka lan  Masyhur ,  Kecamatan  Medan Johor ,  Kota  Madya Medan 

atau  disebu t  sebaga i  tanah  te rpe rka ra  anta ra  Penggugat  

dengan Tergugat ;  
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Bahwa  tanah  te rpe rka ra  mi l i k  Penggugat  berdasarkan  

alas  hak  atau  sura tnya  tanah  te rsebu t  se jak  tahun  1973  

sampai  har i  in i  ada lah  hak  Penggugat  sesua i  bukt i  dar i  

Penggugat  berupa  Sura t  Bupat i  (P- l )  Pera l i han  Hak (P- 2)  dan  

PBB (P3)  ada lah  hak  Penggugat  tanah  te rpe rka ra  bukan  ada  

hak  Terguga t ,  yang  d ipe rs i dangan  nant i nya  akan  dibuk t i k an  

oleh  Penggugat .  

Bahwa,  sek i t a r  awal  bu lan  Maret  2005  dimana  Tergugat  

menimbun  tanah  

te rpe rka ra  hak  Penggugat ,  dan  membuat  pondas i  untuk  

membangun  ruko  ( rumah  toko)  secara  melawan  hak  dan  hukum 

tanpa  perse tu j uan  dan iz i n  dar i  Penggugat ;  

Bahwa  tangga l  1  Agustus ,  Penggugat  mengajukan  somasi  

te rhadap  Tergugat  agar  menghent i kan  keg ia tannya  membangun 

ruko  dia tas  tanah  te rpe rka ra  mi l i k  Penggugat  te tap i  d i j awab  

oleh  Tergugat  tanah  te rpe rka ra  ada lah  haknya  tanpa  

memper l i ha t kan  sura tnya  secara  je l as  sebaga i  hak  Tergugat ,  

dan Tergugat  t i dak  menghent i kan  pembangunan  ruko ;  

Bahwa,  karena  Tergugat  te rus  melan ju t kan  pernbangunan  

ruko ,  d imana  Penggugat  mohon  d is i n i  agar  Hakim  Maje l i s  

mengeluarkan  putusan  atau  penetapan  Prov is i  agar  Tergugat  

menghent i kan  pembangunan  ruko  sampai  perkara  dipu tus  

berkekua tan  te tap ,  memenangkan  Tergugat ;  

Bahwa,  ak iba t  dar i  pen i mbunan  dan  kerusakan  tanah  

di l apangan  d imana Penggugat  te lah  di rug i kan  sebesar  Rp.100.  

000.  000 (se ra tus  ju ta  rup iah ) ;  

Bahwa  Terguga t  te l ah  merusak  fas i l i t a s  dan  bangunan  

daru ra t  mi l i k  Penggugat  dimana  Penggugat  te l ah  di rug i kan  

sebesar  Rp.50 .000 .000  ( l ima  puluh  ju t a  rup iah ) ;  

Bahwa,  se jak  Tergugat  membangun  ruko  dia tas  tanah  

te rpe rka ra  dimana  Penggugat  t i dak  dapat  lag i  menyewakan  

tanahnya  kepada  orang  la i n  dimana Penggugat  te lah  d i rug i kan  

ren te  tanah  sebesar  Rp.5 .000 .000  ( l ima  ju ta  rup iah )  per  

tahun  dih i t ung  se jak  Januar i  2005;  

Bahwa untuk  menguatkan  dal i l  gugatan  Penggugat ,  d imana  

Penggugat  akan  mengajukan  bukt i  te r t u l i s  dan  saks i - saks i  
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kepers idangan  yang  akan  datang ;

Bahwa berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas  Penggugat  

mohon kepada  Pengadi l an  Neger i  Medan agar  te r l eb i h  dahu lu  

mele takkan  s i ta  jaminan  te rhadap  tanah  te rpe rka ra  dan  

se lan ju t nya  menuntu t  kepada  Pengad i l an  Neger i  te rsebu t  

supaya  member ikan  putusan  sebaga i  ber i ku t  :

1. Mengabulkan  se lu ruh  gugatan  Penggugat ;  

2. Menetapkan  secara  hukum  Penggugat  berhak  atas  tanah  

te rpe rka ra  sesua i  dengan  alas  hak  dan  bukt i - bukt i  dar i  

Penggugat ;  

3. Menetapkan  secara  hukum Tergugat  t i dak  berhak  atas  tanah  

te rpe rka ra  dan  membata l kan  se lu ruh  sura t - sura t  a las  hak  

Tergugat  karena  cacat  hukum dan t i dak  sah ;  

4. Menghukum  Tergugat  agar  mengosongkan  bangunan  ru mah 

tokonya  atau  membongkarnya  hingga  kosong  dar i  bangunan  

tanah  te rpe rka ra  mi l i k  Penggugat  dan  Tergugat  

menyerahkan  tanah  te rpe rka ra  secara  baik ,  dan  Penggugat  

memasukinya  dan  berhak  rnenempat inya  dan  Tergugat  t i dak  

berhak  memasuk inya  kembal i  tanah  te rpe rka ra  untuk  

se lamanya ;  

5. Menghukurn  Terguga t  untuk  membayar  uang  gant i  rug i  

kepada  Penggugat  sebesar  Rp.150.000 .000  (se ra t us  l ima  

puluh  ju t a  rup iah )  kontan ;  

6. Menghukum lag i  Terguga t  untuk  membayar  uang  sewa tanah  

sebesar  Rp.5 .000 .000  ( l ima  ju ta  r up iah )  per tahun  kepada  

Penggugat  d ih i t ung  se jak  tangga l  gugatan  sampai  perkara  

se lesa i  d ieksekus i  ;

7. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  uang  paksa  atau  dwang 

som  sebesar  Rp.1 .000 .000  (sa tu  ju ta  rup iah )  perhar i  

d ih i t ung  se jak  tangga l  gugatan  sampai  perkara  se lesa i  d i  

eksekus i .  

8. Penetapan  dan  putusan  Prov is i  te tap  ber laku  sampai  

perkara  dieksekus i  

9. Si ta  yang  te lah  di l e t a kkan  atas  tanah  te rpe rka ra  te tap  

berharga  dan sah ;  

10. Set iap  biaya  perkara  yang  t imbu l  di t anggung  oleh  
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Tergugat ;  

11. Putusan  perkara  in i  dapat  d i l aksanakan  ser ta  merta  atau  

segera ,  walaupun  ada pihak  verze t ,  band ing  atau  kasas i ;  

Atau  mohon putusan  yang  sead i l - ad i l nya ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t  Tergugat  

mengajukan  ekseps i  yang  pada  pokoknya   atas  dal i l - da l i l  

sebaga i  ber i ku t  :

Tentang  gugatan  Penggugat  kabur  (obs cuur  l i be l ) .  

Bahwa  Penggugat  da lam  gugatannya  t i dak  je l as  menyebutkan  

bahwa perbua tan  Terguga t  apakah  merupakan  perbua tan  melawan  

hukum atau  ingka r  jan j i  atau  yang  la i nnya ;  

Bahwa  oleh  karena  Penggugat  t i dak  menyebutkan  je l as  

perbua tan  apa  yang  di l akukan  oleh  Tergugat  maka bera lasan  

hukum untuk  menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  je l as  atau  

kabur ;  

Bahwa  gugatan  Penggugat  ada lah  kabur  dan  t i dak  punya  

kore las i  anta ra  

pos i t a  dengan  pet i t um  dimana  pada pos i t a  t i dak  ada 

dis i nggung  mengenai  

uang  paksa  (dwangso n)  te tap i  pada Pet i t um  t i ba - t i ba  muncul  

tun tu tan  untuk  

minta  uang paksa  (dwangso m) ;  

Bahwa  oleh  karena  i t u  gugatan  Penggugat  harus lah  

di to l ak  atau  set i dak -  

t i daknya  dinya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  (n ie t  on 

vanke l i j k e  verk l aa rd ) ;  

Bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t  Pengadi l an  Neger i  

Medan  te lah  mengambi l  putusan ,  ya i t u  putusan  No.  

434/Pdt .G /2005 /PN.Mdn.   tangga l  18  Ju l i  2007  yang  amarnya  

sebaga i  ber i ku t  :

DALAM EKSEPSI  :

 Menyatakan  menolak  ekseps i  Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :  

Menyatakan  menolak  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya ;

Menghukum  Penggugat  membayar  biaya  perkara  yang  t imbu l  

da lam perkara  in i  sebesar  Rp.  683.000 , -  (enam ra tus  delapan  
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puluh  t i ga  r i bu  rup iah ) ;

Menimbang,  bahwa dalam t i ngka t  banding  atas  permohonan  

Penggugat  putusan  Pengadi l an  Neger i  te rsebu t  te lah  

dikua tkan  oleh  Pengad i l an  Tingg i  Medan dengan  putusan  No.  

121/PDT/2008 /PT.MDN  tangga l  28 Oktober  2008;

Menimbang,  bahwa  sesudah  putusan  te rakh i r  in i  

d ibe r i t a hukan  kepada     Penggugat  /  Pembanding  pada 

tangga l  11  Mei  2009 kemudian  te rhadapnya  oleh  Penggugat  /  

Pembanding  dengan  peran ta raan  kuasanya ,  berdasarkan  sura t  

kuasa  khusus  tangga l  14  Mei  2009  d ia j ukan  permohonan  

kasas i  secara  l i s an  pada  tangga l  18  Mei  2009 sebaga imana  

te rnya ta  dar i  akte  permohonan  kasas i  No.  

56/Pd t /Kasas i / 2009 /PN.Mdn  yang  dibua t  o leh  Pani te ra  

Pengad i l an  Neger i  Medan,  permohonan  mana  dise r t a i  memor i  

kasas i  yang  memuat  alasan- alasan  yang  di te r ima  di  

Kepani te raan  Pengadi l an  Neger i  te rsebu t  pada  tangga l  18 

Mei  2009 i t u  juga  ;

Bahwa  sete lah  i t u  o leh  Tergugat  /  Terband ing  yang  

pada  tangga l  15  Jun i  2009 te l ah  d ibe r i t a hu  ten tang  memor i  

kasas i  dar i  Penggugat  /  Pembanding  d ia j ukan  jawaban  memor i  

kasas i  yang  di te r ima  di  Kepani t e raan  Pengad i l an  Neger i  

Medan  pada tangga l  29 Jun i  2009;

Menimbang,  bahwa  permohonan  kasas i  a  quo  beser ta  

alasan- alasannya  te l ah  dibe r i t a hukan  kepada  pihak  lawan  

dengan  seksama,  dia jukan  da lam  tenggang  waktu  dan  dengan  

cara  yang  d i t en tukan  dalam undang- undang,  maka oleh  karena  

i t u  permohonan kasas i  te rsebu t  fo rma l  dapat  d i te r ima  ;

Menimbang,  bahwa  a lasan- alasan  yang  dia j ukan  oleh  

Pemohon Kasas i  /  Penggugat  da lam memor i  kasas inya  te rsebu t  

pada pokoknya  ia l ah  :

Ad.  1.   Kekel i r uan  dan  atau  kekh i l a f an  dalam  menerapkan  

hukum /  pera tu ran  yang ber laku  .

• Bahwa hak  yang  dipaka i  da lam mempertahankan  kepemi l i k an  

tanah  ada lah  hak  mi l i k  yang  da lam  hal  in i  adalah  

Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  ;

• Bahwa hak   mi l i k  yang  dimaksud  dalam mempertahankan  hak  

Hal .  5 dar i   13 ha l .  Put .  No.  2318 
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ada lah  hak  untuk  menikmat i  suatu  barang  secara  le l uasa  

dan  untuk  berbua t  te rhadap  barang  i t u  secara  bebas  

sepenuhnya  asa lkan  t i dak  ber ten tangan  dengan  undang-

undang  atau  pera tu ran  umum yang  di te t apkan  oleh  kuasa  

yang  berwenang  dan  asa l  t i dak  mengganggu  hak- hak  orang  

la i n ,  kesemuanya  i t u  t i dak  mengurang i  kemungk inan  

pencabutan  hak  demi  kepent i ngan  umum dan  penggant i an  

kerug ian  yang  pantas ,  berdasarkan  keten tuan - keten tuan  

perundang- undangan  (Pasa l  570 KUHPerdata )  ;

• Bahwa  t i dak l ah  heran  j i k a  seseorang  mengajukan  

permohonan  untuk  ser t i f i k a s i  seb idang  tanah ,  karena  hal  

in i  menyangkut  dengan  sta tus  kepemi l i k an  suatu  benda,  

da lam  hal  in i  ada lah  tanah .  Hal  in i  d imaksudkan  untuk  

ke le l uasaan  seseorang  menggunakan  haknya  dan  juga  

sebaga i  wujud  prak tek  Undang- Undang  KUHPerdata  yang  

menyatakan  “hak  mi l i k  ada lah  hak  untuk  menikmat i  

kegunaan  sesua tu  kebendaan  dengan  le l uasa ,  dan  untuk  

berbua t  bebas  te rhadap  kebendaan  i t u  degan  kedau la tan  

sepenuhnya,  asa l  t i dak  bersa lahan  dengan  undang- undang  

atau  pera tu ran  umum yang  di te t apkan  oleh  suatu  kekuasaan  

yang  berhak  menetapkannya ,  dan  t i dak  mengganggu  hak- hak  

orang  la i n ,  kesemuanya  i t u  degan  t i dak  mengurang i  

kemungk inan  akan  pencabutan  hak  i t u  demi  kepent i ngan  

umum  berdasar  atas  keten tuan  undang- undang  dengan  

pembayaran  gant i  rug i .

• Bahwa  dar i  keten tuan  pasa l  570  KUHPerdata  dapat  

d iu ra i kan  penger t i an  sebaga i  ber i ku t  :  Hak mi l i k  ada lah  

hak  pal i ng  utama,  karena  pemi l i k  dapat  menikmat i  

sepenuhnya  dan menguasa i  sebebas  bebasnya ,  yakn i  :

1. Dapat  menikmat i  sepenuhnya,  ar t i n ya  pemi l i k  dapat  

memakai  sepuas- puasnya ,  dan memanfaa tkannya  semaks imal  

mungkin ,  dan dapat  memet ik  has i l  sebanyak- banyaknya ;

2. Dapat  menguasa i  sebebas- bebasnya ,  ar t i n ya  pemi l i k  

dapat  melakukan  perbua tan  apa  sa ja  tanpa  batas  
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te rhadap  benda  mi l i knya  i t u ,  misa lnya  memel iha ra  

seba ik - baiknya ,  membebani  dengan  hak- hak  kebendaan  dan  

memindah  tangankan .

3. Hak mi l i k  t i dak  dapat  d iganggu  gugat ,  ba ik  oleh  orang  

la i n ,  maupun  o leh  penguasa,  kecua l i  dengan  syara t -

syara t  dan memenuhi  keten tuan  UU;

4. Tidak  dapat  d iganggu  gugat ,  hendak lah  dia r t i k an  se jauh  

untuk  memunuhi  kebutuhan  pemi l i k nya  secara  wajar ,  

dengan memperhat i kan  kepent i ngan  orang  la i n .

• Bahwa,  penggunaan  dan  penegasan  hal  mi l i k  d iba tas i  o leh  

kepent i ngan  orang  la i n  menuru t  sys tem   hukum Indones ia ,  

karenanya  hal  mi l i k  memi l i k i  fungs i  soc ia l  yakn i  dengan  

memperhat i kan  4 hal ,  yakn i  :

1. Keten tuan  hukum yang  ber laku ,  seper t i  undang- undang  

gangguan,  UU Nomor  5  Tahun  1960,  UU pencabutan  hak  

atas  tanah ;

2. Keter t i b an  umum;

3. Hak- hak  orang  la i n ,  seper t i  hak  jasa  pekarangan ,  Hak 

Guna Usaha,  Hipo tek ,  dan la i n  la i n ;

4. Fungs i  soc ia l ;

• Bahwa c i r i -  c i r i  hak  mi l i k  dapat  d i l i h a t  dar i  :

a. Hak Utama.  

Hak  mi l i k  ada lah  hak  utama,  induk  dar i  semua  hak  

kebendaan,  Soeten  Mal i ku l  Adi l  (1962  :17 ) ,  menyebut  

hak  mi l i k  i t u  sebaga i  hak  pangka l  (o r i g i na i r  rech t )  

karena  dengan  adanya  hak  in i ,  maka dapat  te r j ad i  hak  

la i n .  Tanpa  ada  hak  mi l i k  te r l eb i h  dahu lu  t i dak  

mungkin  ada  hak  kebendaan  yang  dia tas  sesuatu  benda,  

hak  mi l i k  t i dak  te rdapa t  sedangkan  hak- hak  kebendaan  

la i n  te rba tas ,  hak  mi l i k  i t u  t i dak  te rba tas  

penggunaannya  oleh  pemi l i k nya ;
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b. Utuh  dan lengkap .  

Hak mi l i k  secara  utuh  dan lengkap  meleka t  d ia tas  benda  

hak  mi l i k  sebaga i  suatu  kesatuan ,  hak  mi l i k  yang  

meleka t  pada  rumah  i t u  sebaga i  kese lu ruhannya ,  t i dak  

ada hak  mi l i k  atas  semua kamar  sa ja  da lam suatu  rumah,  

dengan  demik ian  t i dak  mungk in  d i l akukan  

pemindahtanganan  atas  sebuah  kamar  kepada  pihak  la i n  

sebaga i  hak  mi l i k ,  t i dak  mungkin  pu la  ada hak  mi l i k  d i  

da lam hak  mi l i k ;

c. Tetap  t i dak  lengkap .

Hak  mi l i k  s i f a t nya  te tap ,  t i dak  lengkap  oleh  hak  

kebendaan  la i n ,  hak  mi l i k  adalah  hak  utama,  induk ,  

pangka l ,  t i dak  mungkin  lenyap  o leh  hak- hak  kebendaan  

la i n .  Hak  mi l i k  hanya  akan  lenyap  apab i l a  berp indah  

tangan  kepada  orang  yang  berhak  menguasa i  sete lah  

tenggang  waktu  te r t en tu ,  seba l i knya  hak  kebendaan  la i n  

dapat  lenyap  apab i l a  menghadap i  hak  mi l i k .  

• Bahwa  dar i  keten tuan - keten tuan  pasa l  570  KUHPerdata  

dapat  d ike tahu i  pembatasan- pembatasan  penggunaan  hak  

mi l i k  anta ra  la i n  :

a. Tidak  ber ten tangan  dengan UU.

Penggunaan  hak  mi l i k  d iba tas i  o leh  Undang- Undang.  

Dengan  ar t i  bahwa  harus  t i dak  ber ten tangan  dengan  

undang- undang dan pera tu ran  umum yang ber laku ;

b. Tidak  menimbulkan  gangguan  pada orang  la i n .  

Penggunaan  hak  mi l i k  t i dak  boleh  menimbulkan  gangguan  

te rhadap  orang  la i n  dan hak- hak  orang .  Kerug ian  ak iba t  

gangguan  dapat  d iguga t  mela lu i  pasa l  1365  KUHPerdata  

ten tang  perbua tan  melawan hukum.

c. Penya lahgunaan  hak.

Menggunakan  hak  mi l i k  sedemik ian  rupa  seh ingga  

kerug ian  orang  la i n  leb ih  besar  j i k a  diband ingkan  

dengan   manfaa t  yang  dipero l eh  ak iba t  dar i  penggunaan  
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hak  te rsebu t ;

d. Pembatas  oleh  hukum te tangga .

Hukum te tangga  ada lah  hukum yang  membatas i  kebebasan  

seseorang  da lam penggunaan  dan penguasaan  hak  mi l i k ;

e. Pencabutan  hak  untuk  kepent i ngan  umum.

Hak  mi l i k  dapat  d icabu t  dar i  pemi l i k nya  apab i l a  

kepent i ngan  umum menghendak inya  akan  te tap i  pencabutan  

te rsebu t  harus  dengan  alasan ,  prosedur  dan  gant i  rug i  

yang  layak  menuru t  UU;

• Bahwa  berdasarkan  ura ian  yang  Pemohon  Kasas i  paparkan  

dia tas  maka  sangat  re levan  seka l i  Judex  fac t i  (Maje l i s  

Hakim  Pengad i l an  Neger i  Medan  dan  atau  Maje l i s  Hakim 

Pengad i l an  Tingg i  Medan)  te l ah  membuat  keke l i r uan  dan  

atau  kekh i l a f an  dalam  membuat  per t imbangan  yang  

se lan ju t nya  di tuangkan  dalam  sebuah  keputusan  atas  

sengketa  yang  d imaksud  dalam  perkara  aquo,  hak  mana 

karena  :

1. Maje l i s  Hakim  /  Judex  fac t i  hanya  mel iha t  sebuah  

Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  No.  30  yang  dipunya i  dan  atau  

dimi l i k i  o leh  Termohon Kasas i  /  Terband ing  /  Tergugat ,  

dengan tanpa  te r l eb i h  dahu lu  mel iha t  dan mempela ja r i .

1.1 . Fis i k  ser t i f i k a t  te r sebu t  (berdasa rkan  gambar  

ser t i f i k a t  te rnya ta  ada bahag ian  tanah  kosong  yang  

dimi l i k i  dan  atau  dipunya i  orang  la i n  atau  degan  

kata  la i n  tanah  yang  d iga rap  /  d imi l i k i  o leh  

Termohon  Kasas i  /  Terband ing  /  Tergugat  meleb ih i  

dar i  bukt i  hak  yang  dimi l i k i ) ;

1.2 . Dasar  penerb i t an  ser t i f i k a t  hak  mi l i k  sangat  

ber ten tangan  dengan  pera tu ran  dan  atau  keten tuan  

hukum yang  ber l aku ;

2. Maje l i s  Hakim  /  Judex  fac t i  t i dak  mel iha t  bukt i  

kepemi l i k an  tanah  yang  d imi l i k i  dan  atau  yang  menjad i  

dasar  kepemi l i k an  dar i  Pemohon  Kasas i  /  Pemohon 
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Banding  /  Penggugat ,  ha l  mana  dar i  tahun  te rb i t n ya  

sa ja  bukt i  kepemi l i k an  dar i  Pemohon  Kasas i  /  Pemohon 

Banding  /  Penggugat  leb ih  tua  tahun  te rb i t n ya  

diband ing  dengan  bukt i  kepemi l i k an  dar i  Termohon  

Kasas i  /  Terband ing  /  Terguga t  (se r t i f i k a t  ataupun  SK 

Gubernur  te rb i t  tahun  1974  sedangkan  SK Bupat i  Del i  

Serdang  yang  menjad i  a las  hak  kepemi l i k an  dar i  Pemohon 

Kasas i  te rb i t  pada tahun  1973)  ,  seh ingga  ha l  te rsebu t  

secara  asas  pendaf ta ran  tanah  yang  ber laku  (asas  

negat i ve )  ha l  te rsebu t  adalah  sangat  ber ten tangan ,  dan  

karenanya  t i dak  otomot i s  atau  t i dak  harus  leb ih  kuat  

ser t i f i k a t  hak  mi l i k  d iband ing  dengan  Sura t  Kete rangan  

yang  di te rb i t k an  o leh  Bupat i  Kepada  Daerah  Del i  

Serdang  te rsebu t ,  seh ingga  wajar  dan  patu t  pember ian  

hak  yang  d imaksud  sebaga i  a las  hak  dar i  Termohon  

Kasas i  /  Terband ing  /  Terguga t  ada lah  t i dak  wajar  

d ibe r i k an  kepadanya  atau  bata l  demi  hukum,  hal  mana 

ber ten tangan  dengan  keten tuan  hukum  yang  ber laku  

(Pasa l  6 UUPA tanah  mempunyai  fungs i  sos ia l  dan  Pasal  

16 UUPA jo .  Pasa l  570 KUHPerdata  ) ;

3. Maje l i s  Hakim /  Judex  fac t i  t i dak  mel iha t  kepemi l i k an  

tanah  yang  dimaksud  oleh  Pemohon Kasas i  /  Pembanding  /  

Penggugat  te l ah  dikuasa i  dan atau  dimi l i k i  secara  jua l  

be l i  yang  patu t  dan  waja r  o leh  keten tuan  hukum yang  

ber l aku ,  dan  apalag i  sebe lum tanah  d imaksud  dipe r j ua l  

be l i kan  oleh  ah l i  war is  Alm.  Sura tmin  te rnya ta  tanah  

te rsebu t  bukan lah  tanah  te r l an t a r  mela inkan  tanah  yang  

dahu lu  di t empat i  dan  d ike lo l a  dan  atau  bahkan  te l ah  

berd i r i  bangunan  rumah  d ia tas  tanah  te rsebu t  secara  

tu run  temurun  dengan  tanpa  pernah  ada  ganggu  gugat  

leb ih  dar i  39  tahun  (dar i  sebe lum  tahun  1970  hingga  

tahun  2005)  dar i  p ihak  manapun,  seh ingga  berdasarkan  

keten tuan  yang  ber laku  maka  kepemi l i k an  tanah  

te rpe rka ra  te rsebu t  ada lah  sangat  re levan  menjad i  hak  

mi l i k  yang  sah  dar i  p ihak  yang  menempat i  dan  atau  

menggarap  tanah  te rpe rka ra  te rsebu t ,  dan atau  seh ingga  
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wajar  dan patu t  Pemohon Kasas i /  Pembanding  /  Penggugat  

dinya takan  sebaga i  pembel i  ber i t i k a d  ba ik  yang  secara  

hukum yang  ber l aku  waja r  dan patu t  d i l i n dung i  ;

4. Bahwa  ka laupun  quad  non  dianggap  tanah  te rsebu t  

te rkena  pe lu rusan  a l i r an  sunga i  Babura  ha l  te rsebu t  

t i dak l ah  membuat  hak- hak  dar i  Pemohon  Kasas i  /  

Pembanding  /  Penggugat  menjad i  gugur  dan  atau  t i dak  

mempero leh  hak  baik  atas  kepemi l i k an  dan  atau  digan t i  

rug i ,  ha l  mana  dapat  d i l i h a t  dar i  Pera tu ran  Menter i  

Dalam Neger i  No.  15  Tahun  1975  dan  Pera tu ran  Menter i  

Dalam  Neger i  Nomor  2  Tahun  1976,  dan  atau  apalag i  

h ingga  k in i  be lum ada suatu  keputusan  yang  membuat  dan  

atau  menyatakan  pembata lan  atas  Sura t  Keputusan  Bupat i  

Kepala  Daerah  Tk- I I  Del i  Serdang  No.  22780A/ I I I / 4  

tangga l  15 November  1973,  ba ik  berdasarkan  SK Gubernur  

tahun  1974  yang  menjad i  dasar  penerb i t an  Ser t i f i k a t  

Hak Mi l i k  No.  30 dan atau  pera tu ran  dan atau  keten tuan  

hukum yang  la i nnya  dan  bahkan  yang  per l u  dicu r i ga i  

bahwa Sura t  Keputusan  Gubernur  yang  d i t e rb i t k an  pada  

area l  atau  kawasan  daerah  kampong  Pangka lan  Mashur  

dimana  sebahag ian  besar  dar i  area l  te r sebu t  d ipe ro l eh  

berdasarkan  Sura t  Keputusan  Bupat i  Kepala   Daerah  TK-

I I  Del i  Serdang  karena  area l  te r sebu t  adalah  merupakan  

area l  tanah  garapan  masyaraka t .  ;

• Bahwa  berdasarkan  ura ian  yang  Pemohon  Kasas i  /  

Pembanding  /  Penggugat  dia tas  maka  sangat  patu t  dan  

wajar  da l i l  dan  per t imbangan  hukum  Judex  fac t i  

d inya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  dan  atau  di t o l a k ,  

karenanya  sangat  bera lasan  hukum dal i l - da l i l  memor i  

kasas i  yang  d ia jukan  Pemohon  Kasas i  in i  d inya takan  

di t e r ima  oleh  karenanya  ;

Ad.2 .  Keke l i r uan  dan  atau  kekh i l a f an  dalam  mel iha t  dan  

membuat  per t imbangan    yang  didasar i  dengan  fak ta  fak ta  

hukum yang  ada ;

• Bahwa sebaga imana  keten tuan  yang  mensyara tkan  bahwa 
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Maje l i s  Hakim  dalam  perkara  perda ta  hanya  bers i f a t  

pas i f  dan  para  p ihak  yang  berperka ra  harus lah  

bers i f a t  akt i f  da lam membukt i kan  dal i l - da l i l  gugatan  

dan atau  bantahan  /  kebera tannya  dalam pers idangan  ;

• Bahwa apab i l a  k i t a  mel iha t  da lam pemer iksaan  perkara  

aquo ba ik  di  t i ngka t  per tama dan atau  t i ngka t  band ing  

te rnya ta  Maje l i s  Hakim  /  Judex  fac t i  da lam  membuat  

keputusan  atas  perkara  aquo  t i dak  didasar i  dengan  

fak ta - fak ta  hukum  yang  te rungkap  dipers i dangan ,  

padaha l  Pemohon Kasas i  te lah  membukt i kan  dal i l - dal i l  

gugatan  dan  atau  sanggahan  atas  jawaban  yang  dibua t  

o leh  Termohon  Kasas i ,  ba ik  pada  t i ngka t  per tama  dan  

atau  pada t i ngka t  band ing  ;

• Bahwa atas  putusan  yang  dibua t  o leh  Maje l i s  Hakim  /  

Judex  fac t i  te rsebu t  te rnya ta  te l ah  menunjukan  s ikap  

yang  t i dak  adi l  dengan  hanya  mel iha t  pembukt i an  yang  

menjad i  dasar  kebera tan  dar i  Termohon  Kasas i  sa ja ,  

ha l  mana di l i h a t  dar i  :  

1. Maje l i s  Hakim hanya  mel iha t  bukt i  kepemi l i k an  dar i  

Termohon  Kasas i  d ika renakan  bukt i  kepemi l i k an  dar i  

Termohon Kasas i  adalah  Ser t i f i k a t  Hak Mi l i k  ;

2. Maje l i s  Hakim  t i dak  pernah  mengomentar i  dan  atau  

member ikan  pendapat  hukum yang  menyinggung  ten tang  

hukum  agrar i a  dan  atau  hukum  per tanahan  yang  

ber laku  d i  Negara  Republ i k  Indones ia  k i t a  yang  

te rc i n t a  in i ,  padaha l  ten tang  penguasaan  tanah ,  

pendaf ta r an  tanah  dan  atau  ten tang  kepemi l i k an  

tanah  te rsebu t  secara  je l as  adanya  merupakan  hak  

dar i  Pemohon Kasas i ,  ha l  mana dapat  d i l i h a t  dar i  :  

 Surat  dar i  Pemohon  Kasas i  leb ih  tua  tahunnya  

dar ipada  Sura t  Termohon Kasas i  ;

 Tanah  te rsebu t  bukan  tanah  te r l an t a r  dan  bahkan  

ada  berd i r i  bangunan  rumah  ber i ku t  tanaman yang  
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di t anami  dia tas  tanah  te rpe rka ra  te rsebu t  (ba i k  

oleh  Pemi l i k  asa l  dan atau  Pemohon kasas i )  ;

 Tidak  pernah  ada  pembata lan  SK  Bupat i  Del i  

Serdang,  ba ik  atas  SK Gubernur  Tahun  1974  dan  

atau  Sura t  Keputusan  la i nnya ;

 Kalau lah  tanah  yang  dimaksud  oleh  Termohon  

Kasas i  te l ah  dibe l i n ya  dar i  pemi l i k  asa l  (Ker j a  

Si tepu ,SH) ,  namun  te rnya ta  dar i  dahu lu  pemi l i k  

asa l  atas  tanah  te rsebu t  sama  seka l i  t i dak  

pernah  mengajukan  kebera tan  dan  atau  mengajukan  

tun tu tan  atas  kepemi l i k an  tanah  te rpe rka ra  

te rsebu t ,  ba ik  kepada  Alm.  Sura tmin  dan  atau  

ahl iwa r i s nya  ataupun  juga  kepada  Pemohon Kasas i  

sebaga i  j i r an  te tangga  /  orang  yang  bersebe lahan  

;

 Pemohon Kasas i  t i dak  pernah  mener ima  gant i  rug i  

ba ik  atas  alasan  pelebaran  /  pe lu rusan  sunga i  

dan  atau  atas  pengembangan  area l  tanah  yang  

di l akukan  oleh  Termohon Kasas i  ;

Sehingga  ada lah  sangat  re levan  seka l i  Termohon  

Kasas i  ada lah  sebaga i  orang  yang  te l ah  melakukan  

perbua tan  melawan  hukum,  yakn i  menguasa i  dan  

memi l i k i  tanah  dar i  Pemohon  Kasas i  dengan  tanpa  

hak  dan atau  iz i n  dar i   Pemohon Kasas i  ;

3. Maje l i s  Hakim  t i dak  pernah  mel iha t  f i s i k  sura t  

dengan  lapangan  yang  ada  pada  area l  tanah  

te rpe rka ra  ,  seh ingga  keputusan  te rsebu t  hanya  

merupakan  asumsi  dengan  tanpa  pernah  mel iha t  

langsung  ke  area l  tanah  te rpe rka ra  te rsebu t ,  

padaha l  kebenaran  te rsebu t  akan  te rungkap  manaka la  

f i s i k  sura t  te rsebu t  d iu j i  d i l apangan  (pemer i ksaan  

setempat )  ten tang  kebenaran  dan  keabsahannya  dar i  

sura t - sura t  yang  dia j ukan  oleh  para  pihak  ;

4. Dan j i k a l au  hal  te rsebu t  d inya takan  sebaga i  proyek  
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pengenda l i an  ban j i r ,  apakah  dapat  beg i t u  sa ja  hak  

seseorang  hi l ang  dengan  t i dak  mener ima  gant i  rug i  

dar i  pemer in tah  dan  swasta  (sebaga imana  

disya ra t kan  o leh  pera tu ran  yang  ber laku )  ;

• Bahwa berdasarkan  hal  te rsebu t  d ia tas  maka ada lah  

sangat  wajar  dan  patu t  putusan  yang  dibua t  o leh  

Judex  fac t i  (  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tingg i  

Medan  dan  atau  Pengad i l an  Neger i  Medan)  atas  

perkara  aquo  d inya takan  t i dak  dapat  d i te r ima  dan  

atau  d i t o l a k ,  ha l  mana  karena  putusan  te rsebu t  

(Putusan  Pengadi l an  Tingg i  Medan  No.  

121/Pdt / 2008 /PT .Mdn  tangga l  28  Oktober  2008  Jo.  

No.  434/Pd t .G /2005 /PN.Mdn  tangga l  18  Jun i  2007)  

dibua t  dengan  t i dak  membuat  per t imbangan  hukum 

yang  didasarkan  kepada  fak ta - fak ta  hukum  yang  

te rungkap  dipe rs i dangkan  ;

Ad.3 .  Keke l i r uan  dan  atau  kekh i l a f an  da lam mel iha t  dan  

membuat  per t imbangan  yang  didasar i  dengan  fak ta - fak ta  

hukum yang  ada dan bahkan  bera t  sebe lah  ;

• Bahwa  Maje l i s  Hakim  /  Judex  fac t i  da lam 

membuat  putusan  atas  perkara  aquo  bera t  

sebe lah ,  ha l  mana di l i h a t  dar i  :

1. Mel iha t  dan  mempert imbangkan  keten tuan  yang  

ber laku  ;

2. Mel iha t  dan  mempert imbangkan  fak ta - fak ta  hukum 

yang  ada ;

3. Mel iha t  dan  mempert imbangkan  bukt i - bukt i  yang  

dia j ukan  dipe rs i dangkan  ;

4. Tidak  ada  mengajukan  pemer iksaan  dan  atau  

penga j i an  ulang  te rhadap  putusan  yang  te l ah  

dipe rbua t  o leh  Maje l i s  Hakim sebe lumnya  (  Maje l i s  

Hakim Pengad i l an  Neger i  Medan)  ;

14

14

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tidak  mempert imbangkan  dal i l - da l i l  dar i  Pemohon 

Kasas i  /  Pembanding  /  Penggugat  secara  te l i t i ,  

te ru ra i  dan  atau  s is t emat i s  atau  bahkan  hanya  

mel iha t  sebe lah  mata  dar i  bukt i  yang  dia jukan  

Termohon  Kasas i  /  Terband ing  /  Terguggat  d imana  

seo lah - o lah  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  merupakan  ra ja  

da lam  membukt i kan  kepemi l i k an  tanah  d i  Negara  

Indones ia  yang  te rc i n t a  in i  ;

• Bahwa  sebaga imana  kaedah  hukum  yang  ada  

ser ta  atas  kepatu tan  dalam  hukum beracara  

yang  ber l aku  di  Negara  Indones ia  yang  

te rc i n t a  in i  maka  seyogyanya  Maje l i s  Hakim 

mempert imbangkan  semua fak ta - fak ta  dan  atau  

dal i l - da l i l  ser ta  bukt i - bukt i  yang  te rungkap  

dipe rs i dangan  dengan  tanpa  satu  yang  

dikecua l i k an ,  seh ingga  dalam  hal  membuat  

keputusan  seyogyanya  ke lak  hal  te r sebu t  

te lah  memenuhi  rasa  kead i l an  dan  kepatu tan  

bag i  para  pencar i  kead i l an ,  apalag i  da lam 

proses  pemer iksaan  pada  t i ngka t  band ing  

dimana  Pengadi l an  Tingg i  sebaga i  perad i l an  

ulang  yang  d ibe r i  hak  otor i t a s  aquo  apab i l a  

da lam membuat  putusan  te rnya ta  Maje l i s  Hakim 

sebe lumnya  (Pengad i l an  Neger i  Medan dan atau  

Pengad i l an  Tingg i  Medan)  te lah  melakukan  

peny impangan  dan  atau  kesa lahan  ser ta  t i dak  

membuat  per t imbangan  hukum  dalam  suatu  

produk  keputusan  hukum,  apa lag i  te rnya ta  

putusan  te rsebu t  te l ah  menyimpang  dar i  

keten tuan  hukum dan  asas  hukum yang  ber laku  

di  Negara  yang  k i t a  c in ta i  in i  ;

• Bahwa,  berdasarkan  hal  te r sebu t  d ia tas  maka 

ada lah  sangat  wajar  dan  patu t  putusan  yang  

dibua t  Judex  fac t i  (  Maje l i s  Hakim 

Pengad i l an  Tingg i  Medan dan  atau  Pengad i l an  
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Neger i  Medan dinya takan  t i dak  dapat  d i t e r ima  

dan atau  di to l a k ,  karenanya  putusan  te rsebu t  

(Putusan  Pengadi l an  Tingg i  Medan  No.  

121/Pd t / 2008 /PT .Mdn  tangga l  28  Oktober  2008  

Jo.  No.  434/Pd t .G /2005 /PN.Mdn  tangga l  18 

Jun i  d inya takan  bata l  demi  hukum;

 Menimbang,  bahwa  te rhadap  a lasan- a lasan  te rsebu t  

Mahkamah Agung berpendapa t  :  

Bahwa  alasan - alasan  te rsebu t  t i dak  dapat  d ibenarkan ,  

Judex  fac t i  t i dak  sa lah  menerapkan  hukum,  karena  Tergugat  

membel i  obyek  sengke ta  yang  sudah  berser t i f i k a t  yang  

di l akukan  di  muka Pejaba t  Pembuat  Akta  Tanah (PPAT) ,  karena  

i t u  Tergugat  adalah  pembel i  yang  ber i t i k a d  baik .  

Yur i sp rudens i  te tap  menyatakan  pembel i  te rakh i r  yang  

ber i t i k ad  baik  harus  di l i n dung i  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  d i  atas ,  

lag i  pu la  te rnya ta  bahwa putusan  Judex  fac t i  dalam perkara  

in i  t i dak  ber ten tangan  dengan  hukum dan  /  atau  undang-

undang,  maka permohonan  kasas i  yang  d ia j ukan  oleh  Pemohon 

Kasas i  :  AWALLUDDIN  te rsebu t  harus  di to l a k  ;

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  permohonan  kasas i  dar i  

Pemohon  Kasas i  d i to l ak ,  maka Pemohon  Kasas i  d ihukum untuk  

membayar  biaya  perkara  dalam t i ngka t  kasas i  in i  ;

Memperhat i kan  pasa l - pasa l  dar i  Undang- Undang  No.  4 

Tahun  2004,  Undang- Undang  No.  14  Tahun  1985  sebaga imana  

yang  te lah  diubah  dan  di tambah  dengan  Undang- Undang  No.  5 

Tahun  2004  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang- Undang  No.  3 

Tahun  2009 ser ta  pera tu ran  perundang- undangan  la i n  yang  

bersangku tan ;

M E N G A D I  L I   :

Menolak  permohonan  kasas i  dar i  Pemohon  Kasas i  :  

AWALLUDDIN te rsebu t  ;

Menghukum Pemohon  Kasas i  /  Penggugat   untuk  membayar  

biaya  perkara  dalam  t i ngka t  kasas i  in i  sebesar  Rp.  

500.000 , -   ( l ima  ra tus  r i bu  rup iah ) ;

16

16

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demik ian lah  d ipu tuskan  dalam  rapa t  permusyawara tan  

Mahkamah Agung   pada  har i  Rabu tangga l  22  September  2010  

oleh  Atja  Sondja ja ,SH .  Hakim  Agung   yang  di te t apkan  o leh  

Ketua  Mahkamah  Agung  sebaga i   Ketua   Maje l i s ,  H.M.  

Zaharuddin  Utama,SH. ,MM.  dan  Timur  P.  Manurung,SH. ,MH.  

Hakim- Hakim  Agung  sebaga i  Anggota ,  dan  d iucapkan  da lam 

s idang  te rbuka  untuk  umum pada  har i  i tu  juga  o leh  Ketua  

Maje l i s  beser ta  Hakim- Hakim  Anggota  te rsebu t  dan  d iban tu  

oleh  Fahimah  Basyir ,SH   Pani te ra  Penggant i  dengan  t i dak  

dihad i r i  o leh  para  pihak .

Hakim- Hakim Anggota Ketua

t t d /  H.M.  Zaharudd in  Utama,SH. ,MM.           t t d /  

At ja  Sondja ja ,SH  

t t d /  dan Timur  P.  Manurung,SH. ,MH 

Biaya- Biaya  :  Pani te ra  Penggant i  
:
1.  Metera i……..    Rp.      6.000 , -         t t d /  
Fahimah Basy i r ,SH               
2.  Redaks i……..   Rp.      5.000 , -
3.  Admin is t r a s i  Kasas i …. Rp.  4  89  .000 , -  
    Jumlah        Rp.  500.000 , -

Untuk  Sal i nan  :

Mahkamah Agung RI .

Atas  nama Pani te ra ,

Pani te ra  Muda Perdata ,

SOEROSO ONO,  SH.  ,  MH  .  
NIP :  040 044 809

Hal .  17 dar i   13 ha l .  Put .  No.  
2318 K/Pdt / 2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17


